
 

 

 

WALIKOTA SURAKARTA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

  PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA 

NOMOR  6.1 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1.1 TAHUN 2020 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA 

DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  

DI KELURAHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA SURAKARTA, 

 

Menimbang : a. bahwa petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan 

sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan 

masyarakat merupakan upaya untuk mewujudkan 

penggunaan dana alokasi umum tambahan yang 

selaras dengan program pemerintah pusat dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelayanan 

masyarakat di Kota Surakarta yang pada akhirnya 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat; 

  b. bahwa petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan 

sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan 

masyarakat bertujuan untuk melaksanakan 

optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan 

sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di 

kelurahan agar bermanfaat bagi masyarakat; 

  c. bahwa Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1.1 Tahun 

2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan memiliki 

keterbatasan pengaturan terkait pemanfaatan dana 

kelurahan... 



- 2 - 
 

kelurahan dalam keadaan wabah penyakit menular 

sehingga perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan 

Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1.1 Tahun 

2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,  Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6206); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

 

 

MEMUTUSKAN:... 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1.1 TAHUN 2020                       

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN 

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 1.1 

Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 

12,  sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Kota Surakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Surakarta. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Surakarta. 

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota 

Surakarta yang dipimpin oleh Camat. 

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan 

sebagai perangkat kecamatan dan dipimpin oleh 

Lurah. 

7. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya 

disingkat dengan DAU Tambahan adalah 

dukungan pendanaan bagi Kelurahan di 

kabupaten/ kota untuk kegiatan pembangunan 

8. Bendahara... 
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sarana dan prasarana Kelurahan dan 

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. 

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan BUD adalah Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas 

sebagai Bendahara Umum Daerah. 

9. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat dengan KPA adalah pejabat 

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 

kewenangan pengguna anggaran dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah.  

10. Kelompok Masyarakat adalah kelompok 

masyarakat yang melaksanakan Pengadaan 

Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

11. Musrenbang Kelurahan, yang selanjutnya disebut 

Musrenbangkel adalah forum musyawarah 

perencanaan pembangunan tahunan di tingkat 

kelurahan yang dilaksanakan secara demokratis 

antara Pemangku Kepentingan Pembangunan 

untuk menyepakati rencana kegiatan, yang 

dilaksanakan secara demokratis berbasis 

masyarakat kelurahan. 

12. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut 

Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu 

penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah 

penderitanya meningkat secara nyata melebihi 

dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan 

daerah tertentu serta dapat menimbulkan 

malapetaka. 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

 

Pasal 2... 
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Pasal 2 

(1) Sasaran dari kegiatan ini adalah: 

a. pembangunan sarana dan prasarana 

Kelurahan; dan 

b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. 

(2) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diperuntukkan untuk Kelurahan di Daerah. 

(3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi 

Kelurahan di Daerah yang memiliki paling banyak 

6 (enam) RW. 

(4) Dalam hal terjadi Wabah, maka pemberdayaan 

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dapat diperuntukkan bagi seluruh 

Kelurahan. 

 

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 12 

(1) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) 

huruf d berupa pelatihan fasilitator lingkungan, 

kampung kreatif, pos pelayanan teknologi, 

ketahanan pangan, inovasi produk, dan/atau 

usaha baru yang mendukung dan sesuai 

kebutuhan pasar. 

(2) Kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan potensi 

wilayah. 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 27 

April 2020. 

 

 

Agar... 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan peraturan walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta. 

 

Ditetapkan di Surakarta 

pada tanggal  27 April 2020 

WALIKOTA SURAKARTA, 

 

ttd 

 

FX. HADI RUDYATMO 

Diundangkan di Surakarta 

pada tanggal 27 April 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, 

 

ttd 

 

AHYANI 

 

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 33 

 

 


